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ABSTRAK 
 

 Tertinggalnya perekonomian desa di Indonesia menimbulkan berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), 

antara lain kemiskinan perdesaan (goal 1), kondisi ketenagakerjaan yang terpuruk 

dan rural-urban migration (goal 8), dan ketertinggalan industri dan infrastruktur 

(goal 9). Industrialisasi perdesaan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

permasalahan ini, namun produsen perdesaan masih menghadapi beberapa 

masalah terkait pemasaran dan pembiayaan. Untuk ini, penulis mengusulkan 

Despro, yakni program pengembangan klaster industri desa berbasis pemasaran e-

commerce dalam kerangka program pemerintah One Village One Product 

(OVOP) dan Dana Desa. Program ini melihat Desa Taobao di Tiongkok sebagai 

benchmark. Dengan mendorong pemasaran berbasis e-commerce, Program 

Despro dapat memperluas cakupan pasar, memberikan informasi harga dan 

perkembangan di pasar, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi produsen 

perdesaan. Dalam implementasinya, pemerintah perlu mengidentifikasi desa-desa 

berpotensi, menjalin kemitraan dengan perusahaan e-commerce marketplace, 

membangun infrastruktur internet dan logistik, dan menggandeng Koperasi Unit 

Desa sebagai pendukung. Untuk memfasilitasi warga desa menggunakan e-

commerce, program Despro menggunakan sistem Agen Despro, yakni 

pemanfaatan jaringan agen yang direkrut dari masyarakat setempat oleh mitra 

perusahaan e-commerce untuk tidak hanya melayani pembeli daring tetapi juga 

penjual di desa. Selain menguntungkan produsen, Program Despro membantu 

mitra perusahaan e-commerce serta penyedia jasa logistik dan internet 

mengekspansi usaha mereka ke daerah perdesaan. Bagi perekonomian secara luas, 

Program Despro diharapkan dapat menciptakan banyak pekerjaan dan 

meningkatkan basis industri negara. 

  

Kata Kunci: industri perdesaan, klaster industri, e-commerce, market linkage, 

informasi pasar, Dana Desa, OVOP  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Daerah perdesaan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian 

negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Hampir setengah dari penduduk 

Indonesia, yakni sekitar 46%, tinggal di daerah perdesaan (BPS, 2014). Daerah 

perdesaan juga menyuplai pangan bagi negara serta menghasilkan beberapa 

komoditas yang menjadi andalan ekspor (Suryahadi et al., 2006). Namun, seiring 

dengan perkembangan ekonomi, perekonomian terus mengalami pergeseran yang 

mengarah ke daerah perkotaan. Proses urbanisasi membuat aktivitas ekonomi 

semakin beraglomerasi di kota-kota besar. Tidak hanya peran ekonominya yang 

meredup, masyarakat perdesaan juga meninggalkan desanya ke kota dalam 

fenomena yang disebut rural-urban migration, sehingga menciptakan suatu 

lingkaran setan yang membuat perekonomian perdesaan semakin tertinggal. 

 Tertinggalnya perekonomian desa akibat transformasi ekonomi ini 

menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama adalah kemiskinan perdesaan 

yang persisten tinggi (13,47% pada September 2017), bahkan hampir dua kali 

lipat dari kemiskinan perkotaan (7,26%) (Lampiran 1). Masalah ini berkaitan 

dengan SDG tanpa kemiskinan (goal 1). Kedua adalah masalah terkait kondisi 

ketenagakerjaan di perdesaan yang marak dengan informalitas dan 

underemployment, yakni pekerja yang bekerja pada jam kerja di bawah wajar 

(Lampiran 2). Meskipun tingkat pengangguran terbuka perdesaan di Indonesia 

lebih rendah dari di perkotaan, pengangguran di perkotaan ini lebih disebabkan 

oleh tenaga kerja desa yang banyak bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mencari 

peluang kerja, dipicu oleh kurangnya lapangan kerja yang berkualitas. 

Kesenjangan kondisi ketenagakerjaan antara kota dan desa ini berkaitan dengan 

goal 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, perekonomian 

perdesaan juga tertinggal dari segi industri dan infrastruktur, yakni berkaitan 

dengan goal 9. 
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 Dalam upaya untuk membangun ekonomi perdesaan, pemerintah telah 

meluncurkan beberapa program seperti Dana Desa dan One Village One Product 

(OVOP). Dana Desa merupakan dana yang diturunkan pemerintah pusat ke 

puluhan ribu desa di Indonesia. Sebagian besar dana ini digunakan untuk proyek 

infrastruktur yang padat karya, sedangkan hanya sedikit disalurkan untuk program 

pemberdayaan komunitas (Syukri et al., 2014). Proyek infrastruktur desa telah 

membantu penyerapan Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Namun pemerintah telah menginstruksikan agar alokasi Dana Desa untuk 

infrastruktur seiring waktu dikurangi dan digantikan dengan alokasi untuk 

pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi rakyat sehingga akan 

diperlukan program-program baru untuk menyerap Dana Desa. Sementara itu, 

OVOP merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Perindustrian untuk 

mendorong desa memproduksi produk unggulan khas yang dapat dipasarkan 

secara luas. Program ini terdiri dari fasilitas pembinaan dan promosi. Namun, 

pemasaran produk OVOP kebanyakan masih bergantung pada fasilitas 

pemerintah, terutama pameran produk. 

 Pada saat yang sama, dunia pemasaran sedang terdisrupsi oleh 

munculnya e-commerce yang pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Nilai 

pasar e-commerce diproyeksikan akan tumbuh delapan kali lipat antara tahun 

2017 dan 2022 (Das et al., 2018). Namun di setiap provinsi, aktivitas e-commerce 

di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk perkotaan; persentase 

penggunanya di daerah perkotaan mencapai 13,33% dibandingkan dengan hanya 

5,73% di perdesaan (Hasyyati, 2017). Faktor penyebabnya antara lain isolasi 

geografis serta literasi digital yang lebih rendah di daerah perdesaan. Namun, hal 

ini tidak berarti e-commerce tidak dapat diterapkan di daerah perdesaan. Di 

Tiongkok, terdapat lebih dari 3.000 desa Taobao, yakni desa di mana banyak 

warganya menjadi penjual di e-commerce marketplace (Luo, 2018). Fenomena 

desa Taobao ini telah menciptakan banyak pekerjaan dan mengangkat ribuan 

warga perdesaan Tiongkok dari kemiskinan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan e-commerce di daerah perdesaan dapat membawa berbagai 

manfaat ekonomi. Oleh karena itu, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan e-

commerce dalam memberdayakan perekonomian perdesaan di Indonesia. 
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1.2 Uraian Singkat Gagasan Kreatif 

 Perekonomian perdesaan di Indonesia perlu diberdayakan agar dapat 

menjadi sentra produksi yang inklusif terhadap masyarakat setempat sehingga 

dapat mengangkat mereka dari kemiskinan serta berkontribusi terhadap 

perindustrian negara. Untuk itu, penulis menggagaskan solusi yang bernama Desa 

Produksi Online (Despro), yakni pengembangan klaster industri perdesaan dan 

penjalinan kemitraan dengan e-commerce marketplace dalam kerangka program 

pemerintah One Village One Product (OVOP) dan Dana Desa. Program ini 

mendorong warga desa untuk memanfaatkan potensi produksi lokal dan menjadi 

wirausaha yang berjualan daring (online) di e-commerce marketplace. Sistem baru 

yang penulis gagaskan untuk memfasilitasi penggunaan e-commerce oleh warga 

desa adalah sistem Agen Despro, yakni pemanfaatan jaringan agen yang direkrut 

dari masyarakat setempat untuk tidak hanya melayani pembelian daring tetapi 

juga membantu produsen industri desa untuk berjualan daring. Tujuan Program 

Despro adalah untuk menambah koneksi pasar (market linkage) dan menurunkan 

biaya transaksi bagi produsen desa sehingga dapat memacu produksi dan 

meningkatkan akses mereka terhadap berbagai layanan seperti informasi pasar 

dan jasa keuangan. Beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam 

program ini antara lain perusahaan e-commerce marketplace, penyedia jasa 

logistik dan internet, koperasi unit desa, dan pemerintah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara mengembangkan perekonomian perdesaan dengan program 

kemitraan pemerintah-swasta Despro? 

2. Bagaimana sistem dan tahapan untuk mengimplementasi pemasaran e-

commerce dalam Program Despro? 

3. Apa manfaat yang dihasilkan oleh Program Despro bagi para pemangku 

kepentingan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Mengetahui cara mengembangkan perekonomian perdesaan dengan program 

kemitraan pemerintah-swasta Despro. 

2. Mengetahui sistem dan tahapan untuk mengimplementasi pemasaran e-

commerce dalam Program Despro. 

3. Mengetahui manfaat yang dihasilkan oleh Program Despro bagi para 

pemangku kepentingan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang dapat 

menstimulasi perekonomian perdesaan dan mencapai beberapa SDGs terkait. 

Secara khusus, diharapkan produsen di perdesaan dapat memanfaatkan e-

commerce marketplace untuk mendapatkan akses langsung terhadap pasar yang 

lebih luas serta mendapatkan informasi pasar lebih untuk menyesuaikan produksi 

dengan permintaan pasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

mengembangkan usahanya. Manfaat gagasan diulas lebih lanjut pada bagian 3.3. 

 

1.6 Metode Studi Pustaka 

Karya tulis ini menggunakan metode studi pustaka dengan data sekunder. 

Pengumpulan data serta hasil penelitian dilakukan untuk menganalisis masalah.  

Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan benchmark untuk membantu dalam 

proses sintesis rekomendasi. Sumber dari studi pustaka ini antara lain buku, 

jurnal, berita, dan data resmi dari Badan Pusat Statistik serta institusi resmi 

lainnya.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Kondisi Ekonomi Perdesaan di Indonesia dan Kaitannya dengan SDGs 

 Kondisi ekonomi daerah perdesaan di Indonesia tertinggal dari daerah 

perkotaan. Meskipun persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah 

perdesaan (45,53%) lebih rendah dari perkotaan (54,47%), daerah perdesaan 

memiliki lebih banyak orang miskin (60,92% dari total jumlah orang miskin). 

Perekonomian perdesaan di Indonesia didominasi oleh sektor primer, dengan 

sebagian besar petaninya memiliki ladang kecil yang rata-rata luasnya hanya 0,6 

hektar (FAO, 2018). Berdasarkan data SAKERNAS, sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan menyerap 56,6% dari tenaga kerja di daerah perdesaan pada 

Februari 2018 (Lampiran 3). Sementara itu, hanya 12,48% tenaga kerja perdesaan 

bekerja di sektor industri pengolahan. Menurut World Bank (2006), usaha 

nonpertanian di daerah perdesaan di Indonesia rata-rata mempekerjakan 2,06 

orang, tetapi sebagian besar (80%) terlibat di sektor jasa atau perdagangan alih-

alih sektor industri. Beberapa industri perdesaan di bidang seperti batik, mebel, 

dan teh telah membentuk klaster (Schiller & Martin-Schiller, 1997; Tambunan, 

2008). Pembentukan klaster dapat menimbulkan ekonomi skala dan penurunan 

biaya transaksi, misalnya melalui pengadaan bahan baku bersama. 

 Pembangunan ekonomi di daerah perdesaan berkaitan langsung dengan 

pencapaian beberapa target SDGs. Pertama, pembangunan ekonomi perdesaan 

dapat mengangkat banyak orang dari kemiskinan mengingat bahwa sebagian 

besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di perdesaan. Hal ini berkaitan 

dengan Target 1.2, yakni pada tahun 2030 mengurangi setidaknya sebagian dari 

proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang tinggal dalam 

kemiskinan menurut definisi masing-masing negara. Kedua, pembangunan 

ekonomi perdesaan, terutama melalui penggunaan teknologi dan pengembangan 

kewirausahaan, berkaitan dengan Target 8.2, yakni mencapai produktivitas 

ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk 

melalui fokus pada sektor dengan nilai tambah tinggi, dan Target 8.3, yakni 

mempromosikan kebijakan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan 
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pekerjaan, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta dukungan bagi usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk melalui akses terhadap jasa 

keuangan. Terakhir, pembangunan ekonomi perdesaan dilakukan melalui 

pengembangan industri dan infrastruktur. Hal ini mendukung pencapaian Target 

9.2, yakni mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

2.2 Perkembangan E-commerce di Indonesia 

 Salah satu perkembangan teknologi di Indonesia yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perdesaan adalah e-commerce. E-

commerce merupakan praktik penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui 

internet, seperti pada situs marketplace. Terdapat lebih dari 40 perusahaan e-

commerce yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2018, dengan Tokopedia, 

Shopee, dan Lazada sebagai tiga situs e-commerce yang paling banyak dikunjungi 

(IPSOS, 2018). Secara total, pasar e-commerce di Indonesia diestimasi bernilai $8 

miliar dengan sekitar 30 juta pembelanja daring pada tahun 2017 (Das et al., 

2018). Penetrasi e-commerce di Indonesia mencapai 74% dari seluruh pengguna 

internet. Pasar e-commerce di Indonesia diproyeksi akan meningkat pesat dan 

mencapai kisaran $55 sampai $65 miliar pada tahun 2017, serupa dengan 

pertumbuhan yang dialami Tiongkok antara tahun 2010 dan 2015. Salah satu 

faktor pendorong e-commerce adalah penetrasi smartphone di Indonesia yang 

cukup tinggi (50,08% pada 2017) serta harga mobile data yang murah, yakni 

setengah dari harga di negara-negara tetangga ASEAN (APJII, 2017; Das et al., 

2016; Lampiran 4). Terkait demografi pengguna e-commerce, studi oleh Hasyyati 

(2017) dari Asian Development Bank Institute menemukan bahwa individu 

berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk bertransaksi e-

commerce daripada individu berpendidikan lebih rendah. 

 

2.3 Studi Kasus: Desa-Desa Taobao di Tiongkok 

 Desa Taobao merupakan desa dengan klaster usaha yang berjualan secara 

daring, di mana volume total transaksi e-commerce tahunannya paling sedikit $1,6 

juta dan paling tidak 10% dari rumah tangganya terlibat aktif dalam e-commerce 

atau paling tidak terdapat 100 toko daring aktif yang telah dibuka oleh warga 
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setempat (Alizila, 2016). Pada tahun 2018, terdapat 3.202 desa Taobao di 

Tiongkok (Luo, 2018; Lampiran 5). Desa Taobao dinamai dari e-commerce 

marketplace Taobao milik AliBaba Group. Meskipun kebanyakan bermula secara 

organik, perkembangan pesat dari desa Taobao di Tiongkok juga didukung oleh 

pemerintah Tiongkok yang telah mengucurkan dana untuk membangun 

infrastruktur pendukung, memberikan pembiayaan usaha murah, dan lain-lain 

(Lampiran 6). Munculnya klaster industri di desa Taobao disebabkan oleh 

ekonomi skala yang timbul dari penurunan biaya transaksi karena penggunaan e-

commerce (World Bank, 2016). 

 Desa Taobao umumnya menjual produk unik yang berkaitan dengan 

keunggulan produksi lokal. Desa-desa Taobao di Suichang menjual produk olahan 

pertanian seperti rebung, teh, dan rempah (South China Morning Post, 2016). 

Sementara itu, Daiji menjual kostum pertunjukan, dan satu desa di Yunnan 

menjual kerajinan perak. Secara keseluruhan, kategori produk yang paling banyak 

terjual adalah mebel dan alas kaki. Kebanyakan toko daring di desa Taobao 

merupakan usaha keluarga. 

 Fenomena desa Taobao telah membawa dampak positif yang signifikan 

terhadap perekonomian desa di Tiongkok. Bahkan, pemerintah Tiongkok 

menjadikan desa Taobao sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional untuk 

membangun daerah perdesaan dan memberantas kemiskinan. Dalam kurang dari 

empat tahun, 6.300 warga Daiji terangkat dari kemiskinan karena penjualan e-

commerce (AliResearch, 2016). Analisis data juga menunjukkan bahwa setiap 

pendirian satu toko daring di desa Taobao menciptakan sekitar 2,8 pekerjaan 

secara langsung. Secara tidak langsung, desa Taobao juga memunculkan industri 

sekunder yang mendukung aktivitas e-commerce, seperti logistik dan fasilitasi e-

commerce. Menurut Zhang et al. (2018), e-commerce memicu restrukturisasi 

perekonomian desa Taobao di mana pola pekerjaan menjadi terdiversifikasi dari 

pertanian. Peningkatan prospek ekonomi di desa Taobao memicu pembalikan arus 

migrasi; semenjak Daiji menjadi desa Taobao, lebih dari 5.000 migran telah 

kembali dari kota untuk membuka toko daring (Freedman, 2017). 
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2.4 Studi Kasus: Program One Village One Product di Indonesia 

 One Village One Product (OVOP) merupakan program yang diterapkan 

berdasarkan Peraturan Kemenperin Nomor: 78/M-IND/9/2007 untuk mendukung 

desa menghasilkan suatu produk unggulan yang khas. Program yang melibatkan 

Kemenkop dan UKM dan Kemendesa PDTT ini memberikan fasilitas pelatihan, 

pembiayaan, pemasaran sampai ekspor, serta penghargaan bagi pengusaha OVOP 

yang berprestasi. Beberapa kawasan yang ikut serta dalam program ini antara lain 

Purwakarta yang memproduksi kerajinan gegabah, Tasikmalaya yang 

memproduksi anyaman, dan Purbalingga yang memproduksi aksesoris rambut 

(Lampiran 7). Beberapa permasalahan yang dihadapi OVOP di Indonesia 

berkaitan dengan kemandirian pengusaha dan jalur pemasaran. Triharini et al., 

(2014) menyatakan bahwa program OVOP bersifat terlalu top-down sehingga 

kemandirian dan kreativitas usaha kurang terealisasi. Kebanyakan pemasaran 

OVOP dilakukan melalui pameran, misi dagang, atau kemitraan dengan peritel 

swasta yang sifatnya bergantung pada peran pemerintah. Saroso & Fauzi (2012) 

juga menemukan bahwa peserta OVOP merupakan usaha rumah tangga yang 

masih mengalami kesulitan dalam proses produksi, penetrasi pasar, dan masalah 

keuangan.   
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BAB III 

ANALISIS DAN SINTESIS 

 

3.1 Pembangunan Ekonomi Perdesaan: Desa sebagai Sentra Produksi 

 Dalam membangun perekonomian desa, salah satu strategi yang dapat 

dilakukan adalah industrialisasi perdesaan, yakni menjadikan desa sebagai sentra 

produksi dengan mengembangkan industri-industri yang memanfaatkan potensi 

setempat. Industrialisasi perdesaan dianggap dapat menangkal diminishing returns 

to labour dari sektor pertanian sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan (Johansson & Ronnås, 1995). Umumnya industri yang 

diutamakan dalam industrialisasi perdesaan adalah manufaktur berbasis pertanian 

karena daerah perdesaan memiliki basis pertanian untuk menghasilkan bahan 

bakunya. Semakin maju suatu negara, semakin tinggi share sektor agribisnis 

sebagai rasio terhadap sektor pertaniannya. Namun di Indonesia, rasio ini relatif 

rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain seperti Thailand dan Brazil 

(Lampiran 8). Selain itu, sektor industri dan pertanian di Indonesia keduanya 

mengalami penurunan sebagai proporsi dari PDB (Lampiran 9). Oleh karena itu, 

industrialisasi perdesaan menjadi strategi yang sesuai untuk membalikkan tren ini 

sekaligus mengangkat kondisi ekonomi perdesaan. 

 Terdapat berbagai permasalahan yang menghambat industri di daerah 

perdesaan, termasuk keterbatasan dalam aspek pemasaran dan pembiayaan. Tiga 

permasalahan yang dijelaskan pada subbahasan berikut ini adalah terbatasnya 

cakupan pasar, terbatasnya informasi pasar, dan terbatasnya akses terhadap 

pembiayaan formal. Dengan menjalin kemitraan dengan e-commerce 

marketplace, Program Despro dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. 

 

3.1.1 Permasalahan 1: Terbatasnya Cakupan Pasar yang Dapat Dijangkau 

 Produsen di perdesaan sering kali menghadapi cakupan pasar yang 

terbatas. Menurut Briones (2017), aktivitas nonpertanian di perdesaan memiliki 

prospek ekspansi yang minimal karena jangkauan pasarnya sangat terbatas pada 

perekonomian lokal. Di Indonesia, hampir 75% produksi usaha desa dikonsumsi 

di kabupaten yang sama. Menurut Tambunan (2006), hal itu terjadi karena 
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industri kecil-menengah umumnya tidak memiliki sumber daya untuk menjelajahi 

pasar mereka. Permintaan lokal tidak cukup untuk perkembangan yang signifikan 

mengingat bahwa rumah tangga kecil di perdesaan menghabiskan hanya proporsi 

kecil dari pendapatan mereka untuk produk lokal (Hazell & Roell, 1983). Adapun 

industri yang melayani permintaan eksternal, seperti industri rotan di Cirebon, 

dapat mengalami pertumbuhan pesat dan upah yang tinggi. Deichmann et al. 

(2009) juga menemukan bahwa kedekatan suatu desa dengan daerah perkotaan 

meningkatkan probabilitas masyarakat di desa tersebut menjadi wirausaha dengan 

pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, koneksi ke pasar yang lebih luas 

sangatlah penting bagi industri perdesaan di Indonesia (OECD, 2016).  

 Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Program Despro 

menghubungkan produsen dengan e-commerce marketplace. Dengan e-commerce 

marketplace, produsen perdesaan dapat dengan mudah mengakses pasar yang 

lebih luas, yakni pembeli di seluruh Indonesia dengan sekaligus. Biaya modal dan 

transaksi dari berjualan daring relatif rendah jika mempertimbangkan jangkauan 

pasar yang didapatkan. Bahkan, dengan e-commerce marketplace internasional, 

produsen dapat menjangkau pasar ekspor pada kasus tertentu. 

 

3.1.2 Permasalahan 2: Terbatasnya Informasi Harga dan Perkembangan di 

Pasar 

 Berkaitan dengan cakupan pasar, terbatasnya informasi pasar juga dapat 

menjadi hambatan bagi produsen perdesaan. Informasi pasar yang dimaksud 

merupakan informasi terkait harga produk, pesaing, dan perkembangan selera 

konsumen di pasar. Produsen di industri perdesaan, terutama yang terisolasi 

secara geografis dan infrastruktur, sering kali tidak mengetahui bagaimana 

permintaan dari pasar yang lebih luas sehingga tidak dapat mengadaptasi 

produknya terhadap perkembangan pasar (Levitsky, 1996). Misalnya, penelitian 

oleh Universitas Sebelas Maret menemukan bahwa beberapa petani kopi di Jawa 

Tengah tidak mengolah panen kopinya karena minimnya informasi pasar 

(Sunaryo, 2018). Terutama untuk para petani, akses terhadap informasi harga juga 

kerap menimbulkan masalah informasi asimetris yang merugikan. Akibat tidak 
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memiliki informasi pasar, produsen jadi harus bergantung pada perantara 

pemasaran, terkadang sampai ke tingkat yang rawan eksploitasi. 

 Tidak hanya memberikan cakupan pasar yang lebih luas, e-commerce 

juga dapat memberikan informasi pasar agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan permintaan pasar yang lebih luas dan beragam.	 Pada e-commerce 

marketplace, produsen perdesaan dapat melihat harga produk-produk pesaing, 

menerima tanggapan pasar yang cepat terhadap produk mereka, dan memantau 

produk-produk yang sedang populer. Dengan demikian, produsen perdesaan dapat 

mengembangkan produknya, belajar dari pesaing yang berhasil, dan 

memanfaatkan kesempatan pasar baru yang sebelumnya belum diambil. Penulis 

juga mengusulkan agar perusahaan e-commerce marketplace menyediakan dasbor 

khusus yang secara sederhana menunjukkan kondisi permintaan pasar terhadap 

produk-produk perdesaan berdasarkan data raksasa. 

 

3.1.3 Permasalahan 3: Terbatasnya Akses terhadap Pembiayaan Usaha 

 Selain kesulitan dalam pemasaran, kendala utama yang dihadapi oleh 

wirausaha kecil di Indonesia adalah terkait pembiayaan (Tambunan, 2009). 

Masalah informasi asimetris dalam pemberian pinjaman lebih parah terjadi bagi 

masyarakat kecil di perdesaan karena mereka cenderung memiliki dokumen 

formal dan pencatatan keuangan yang terbatas. Terbatasnya informasi membuat 

lembaga keuangan menjadi enggan untuk memberikan pembiayaan atau 

menetapkan suku bunga yang tinggi. Untuk itu, penulis mengusulkan agar 

produsen perdesaan didorong untuk berjualan pada e-commerce marketplace 

dalam Program Despro. Dengan berjualan secara daring, segala aktivitas transaksi 

dari produsen perdesaan akan tercatat secara otomatis pada sistem. Selain itu, 

partisipasi pada e-commerce marketplace juga menghasilkan informasi terkait 

produsen dari rating dan ulasan yang diberikan oleh konsumen. Berbagai 

informasi ini dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk menilai risiko 

kredit produsen perdesaan sehingga mengurangi masalah informasi asimetris. 

Solusi ini memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang sudah banyak ditawarkan oleh 

e-commerce marketplace melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan.  
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3.2 Sistem Implementasi Pemasaran E-commerce dalam Program Despro 

 Dalam implementasi Program Despro, tantangan yang utama adalah 

bagaimana memfasilitasi penduduk desa agar dapat menggunakan e-commerce. 

Saat ini, kebanyakan upaya untuk memasarkan produk desa di e-commerce 

marketplace masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi. Untuk itu, pemerintah 

dapat menggandeng berbagai pihak dalam Program Despro. Pihak-pihak selain 

pemerintah yang berperan dalam program ini adalah perusahaan e-commerce 

marketplace, penyedia jasa logistik, dan koperasi unit desa (KUD). Pemerintah 

yang dimaksud adalah kelompok kerja yang terdiri dari lembaga pemerintah pusat 

serta pemerintah daerah dan desa yang dilibatkan dalam program ini. Kementerian 

yang diikutsertakan dalam kelompok kerja merupakan kementerian-kementerian 

yang terlibat dalam program OVOP dan Dana Desa, seperti Kementerian 

Perindustrian dan Kementerian Keuangan, serta beberapa kementerian lain yang 

bergerak di bidang infrastruktur, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

	
Gambar 1. Skema Program Despro (Sumber: Penulis) 
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Sebagaimana tertera pada skema di atas, terdapat beberapa subprogram dalam 

implementasi program Despro dengan penjelasannya sebagai berikut. 

 

3.2.1 Pengembangan Klaster Industri Desa Berbasis Potensi Lokal 

 Dalam Program Despro, pemerintah secara aktif mendorong 

pembentukan klaster industri perdesaan yang memanfaatkan potensi lokal untuk 

selanjutnya dihubungkan dengan e-commerce marketplace. Langkah pertama 

yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan analisis pasar untuk 

mengidentifikasi desa-desa yang memiliki potensi industri lokal untuk 

diikutsertakan dalam program. Pemetaan potensi produksi ini dilakukan dengan 

melihat sisi penawaran, yakni potensi produksi berdasarkan pola produksi historis 

dan keunggulan komparatif lokal, yang lalu dicocokkan dengan sisi permintaan. 

Pada sisi penawaran, pemerintah dapat memulai dengan basis data potensi desa 

yang sudah dikembangkan dari Program OVOP. Adapun analisis sisi permintaan 

dapat bermitra dengan perusahaan e-commerce marketplace untuk menyediakan 

basis data terkait produk-produk perdesaan yang banyak diminati konsumen. 

Untuk implementasi tahap awal, terdapat beberapa kriteria untuk memilih desa 

yang dapat dikembangkan menjadi Despro, yakni sebagai berikut. 

Tabel 1. Kriteria Desa untuk Implementasi Tahap Awal Program Despro (Sumber: Penulis) 

Potensi Produk 

Unggulan 

Memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk yang 

diunggulkan atau bahan baku yang digunakan. 

Produk yang diunggulkan masuk dalam kategori produk dengan 

permintaan pasar yang bertumbuh pesat. 

Produk yang diunggulkan memiliki suatu kekhasan yang dapat 

dimanfaatkan dalam pemasaran atau branding.  

Kesiapan 

Infrastruktur 

Desa dapat terjangkau koneksi internet yang memadai, dengan 

minimal 30 persen rumah tangga dapat mengakses internet. 

Kepemilikan smartphone oleh individu minimal 50 persen dan 

kepemilikan komputer oleh rumah tangga minimal 20 persen.  

Desa dilayani oleh setidaknya satu perusahaan logistik yang 

menyediakan jasa antar barang. 

 

 Salah satu contoh desa yang memenuhi kriteria di atas untuk dapat 

menjadi pilot untuk program Despro adalah desa-desa di Tabanan yang 
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menghasilkan gerabah dan keramik hias. Beberapa contoh lain dari kawasan 

dengan desa-desa berpotensi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 7. Untuk 

mengembangkan klaster industri dari desa-desa tersebut, kelompok kerja Despro 

dapat berkoordinasi dengan program pemerintah seperti Desa Industri Mandiri 

dari Kementerian Perindustrian. Dana Desa dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pembiayaan jika tidak ada alokasi lain yang lebih dibutuhkan di desa tersebut. 

 

3.2.2 Penjalinan Kemitraan dengan Perusahaan E-commerce Marketplace 

dan Sistem Agen Despro 

 Untuk mendukung aktivitas e-commerce di daerah perdesaan, Program 

Despro menginisiasi kemitraan pemerintah-swasta di mana pemerintah 

memberikan dukungan dana dan infrastruktur sedangkan perusahaan e-commerce 

marketplace menyediakan platform serta memberikan fasilitasi dan investasi. 

Contoh perusahaan e-commerce marketplace Indonesia yang dapat dijadikan 

sebagai mitra tertera pada Tabel 2. Meskipun program ini memprioritaskan 

produk olahan yang bernilai tambah, e-commerce marketplace yang menjual hasil 

pertanian juga dapat digandeng untuk membantu beberapa desa yang belum 

memiliki keunggulan di bidang industri. Dalam kemitraan ini, perusahaan e-

commerce marketplace mendapatkan peningkatan jumlah penjual pada platform 

mereka dari daerah perdesaan dan penciptaan pasar konsumen baru di daerah 

perdesaan, dengan biaya yang ditanggung bersama dengan pemerintah. 

 
Tabel 2. Contoh Mitra E-commerce Prospektif untuk Program Despro (Sumber: Penulis) 
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 Peran utama dari perusahaan mitra adalah memberikan fasilitasi bagi 

produsen desa untuk menjadi penjual e-commerce, mengingat tingkat literasi 

digital mereka yang cenderung rendah. Saat ini, beberapa perusahaan e-commerce 

sudah memiliki jaringan agen yang ditugaskan untuk membantu warga sekitar 

membeli barang dari e-commerce marketplace, misalnya Mitra Bukalapak 

(Lampiran 11). Namun, pemanfaatan jaringan agen ini belum optimal karena 

hanya menyediakan layanan pada sisi pembelian. Oleh karena itu, penulis 

menggagaskan Agen Despro, yakni sebuah sistem baru yang bersifat dua-sisi di 

mana para agen tidak hanya membantu konsumen tetapi juga membantu produsen 

industri perdesaan untuk berjualan. Agen Despro dapat menjadi fasilitator yang 

menyediakan berbagai jasa pendukung bagi para produsen perdesaan, mulai dari 

pengenalan e-commerce sampai jasa pemasaran seperti fotografi dan pengemasan 

produk. Perusahaan e-commerce dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat 

dalam perekrutan dan pelatihan para Agen Despro. Sementara itu, untuk beberapa 

jasa pemasaran khusus seperti fotografi dan konsultasi pemasaran, Agen Despro 

dapat menghubungkan produsen perdesaan dengan pekerja lepas (freelancer) 

yang berketerampilan khusus di bidang tersebut. 

 

 
 Gambar 2. Skema Agen Despro dengan Sistem Agen Dua-Sisi (Sumber: Penulis) 
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 Sistem Agen Despro yang bersifat dua sisi ini memiliki beberapa 

keunggulan dalam memfasilitasi aktivitas e-commerce di perdesaan. Pertama, 

Agen Despro berasal dari warga setempat, terutama yang underemployed, 

sehingga dapat lebih dipercayai oleh produsen industri desa. Kedua, Agen Despro 

tidak hanya melayani konsumen tetapi juga produsen sehingga penghasilan yang 

didapatkan dari komisi bisa lebih besar. Ketiga, sistem agen bersifat lebih ringan 

modal dibandingkan dengan perusahaan e-commerce yang harus membangun 

bangunan pusat jasa, seperti yang dilakukan di desa-desa Taobao di Tiongkok. 

Selain menggunakan sistem agen untuk memberikan fasilitasi, perusahaan e-

commerce marketplace juga dapat mengembangkan interface yang sesuai dengan 

kebutuhan produsen perdesaan (termasuk dasbor informasi pasar) dan 

berpartisipasi dalam upaya promosi produk industri perdesaan (misalnya 

membuat laman khusus dan promo harga dari waktu ke waktu). 

 

3.2.3 Pembangunan Infrastruktur Internet dan Logistik di Perdesaan 

 Desa-desa yang terlibat dalam Program Despro membutuhkan 

infrastruktur yang memadai agar para produsen dapat bertransaksi daring dengan 

lancar. Pada 2017, penetrasi internet di daerah perdesaan hanya mencapai 48,25% 

(APJII, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi khusus 

untuk membangun infrastruktur internet di daerah perdesaan. Peran ini sudah 

berjalan dengan proyek Palapa Ring yang sudah hampir selesai (Lampiran 12). 

Proyek Palapa Ring merupakan kemitraan pemerintah-swasta yang membangun 

jaringan kabel fiber-optic bawah laut sepanjang 13.000 km dan jaringan kabel 

darat sepanjang 22.000 km untuk menjangkau seluruh daerah perkotaan dan 

perdesaan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah dapat menyubsidi pembangunan 

infrastruktur pendukung, seperti menara BTS, serta memberikan insentif bagi 

penyedia layanan internet untuk melayani lebih banyak desa. Di beberapa desa, 

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur 

internet yang bersifat padat karya. 

 Selain infrastruktur internet, pemerintah juga perlu membangun 

infrastruktur logistik. Di Tiongkok, pemerintah pusat menganggarkan 2 miliar 

yuan untuk daerah-daerah terpilih untuk mengembangkan sistem logistik dan 
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membangun e-commerce public service centers (Li, 2017). Di Indonesia, 

pemerintah dapat menggandeng perusahaan-perusahaan pengiriman seperti JNE 

dan TIKI untuk meningkatkan operasinya di desa-desa yang tergabung dalam 

Program Despro, misalnya dengan memberi insentif berupa potongan pajak. 

Tentunya pengembangan infrastruktur logistik juga harus sejalan dengan program 

pemerintah saat ini untuk membangun banyak jalan di daerah perdesaan. 

 

3.2.4 Pemanfaatan Koperasi Unit Desa sebagai Pendukung Program Despro 

 Koperasi Unit Desa (KUD) dapat digandeng pemerintah untuk menjadi 

pendukung Program Despro. Pada saat ini, banyak KUD yang berada dalam 

kondisi memprihatinkan karena fungsinya yang sudah tidak relevan dalam 

konteks perkembangan ekonomi. Program Despro dapat memberikan peran-peran 

baru yang dapat menstimulasi KUD, misalnya menyediakan pengadaan bahan 

baku secara bersama (bulk-buying) dan mendukung fasilitasi penggunaan e-

commerce. Untuk peran pertama, produsen dalam klaster industri perdesaan dapat 

menjadi anggota KUD dan membeli bahan baku secara kolektif sehingga lebih 

ekonomis. Untuk peran kedua, KUD dapat bekerja sama dengan perusahaan e-

commerce, misalnya dengan menyediakan tenaga kerja untuk menjadi Agen 

Despro. KUD juga dapat menjadi pusat jasa dan konsultasi pemasaran e-

commerce bagi para produsen desa. KUD dapat melatih atau merekrut tenaga 

kerja yang berketerampilan di jasa pemasaran daring, di mana mereka akan 

dihubungkan oleh Agen Despro ke produsen perdesaan yang membutuhkan jasa 

tersebut. Selain itu, Program Despro dapat mengoptimalkan fungsi KUD simpan 

pinjam, di mana produsen perdesaan yang tidak memenuhi syarat untuk 

meminjam dari fasilitas pembiayaan e-commerce dapat diarahkan untuk 

meminjam ke KUD. Dalam kasus seperti ini, perusahaan e-commerce 

marketplace dapat membagikan informasi penilaian kredit produsen tersebut 

dengan KUD. 

 

3.3 Manfaat Program Despro bagi Pemangku Kepentingan 

 Program Despro membawa berbagai manfaat bagi pemangku 

kepentingan terkait. Dengan program ini, produsen perdesaan terfasilitasi untuk 
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menjadi penjual e-commerce sehingga mendapatkan akses ke pasar yang lebih 

luas, market linkage langsung ke konsumen akhir, dan informasi pasar. Pasar 

yang lebih luas akan meningkatkan permintaan terhadap produk perdesaan 

sehingga dapat memacu produksi dan menggenjot pendapatan untuk 

pengembangan usaha. Penggunaan e-commerce khususnya akan membantu 

produsen kecil yang kekurangan sumber daya untuk memperluas jangkauan pasar 

dan melakukan pemasaran daring. Dengan menjadi aktif pada e-commerce 

marketplace, produsen perdesaan juga menghasilkan data kelayakan kredit yang 

dapat memudahkan peminjaman dana. Selain terhubung dengan e-commerce, 

Program Despro juga mendorong pembentukan klaster yang memberikan manfaat 

external economies of scale dan pengurangan biaya transaksi. 

 Bagi perusahaan e-commerce marketplace yang bermitra, Program 

Despro menambah jumlah penjual yang bertransaksi di marketplace perusahaan 

tersebut. Hal ini menambah varietas produk otentik dari perdesaan bagi konsumen 

e-commerce. Dalam jangka menengah ke panjang, Program Despro 

menyejahterakan daerah perdesaan dan membangun infrastruktur pendukung 

sehingga memperluas basis konsumen e-commerce ke perdesaan. Peningkatan 

aktivitas di marketplace akan menambah pendapatan perusahaan dari berbagai 

komisi penjualan. Bagi penyedia jasa logistik dan internet, peningkatan transaksi 

e-commerce di daerah perdesaan menciptakan pasar baru serta dapat mencapai 

massa kritis yang mengurangi biaya variabel dari beroperasi di daerah perdesaan. 

 Program Despro juga memberikan dampak yang lebih luas bagi berbagai 

pihak di desa yang ikut serta. KUD mendapatkan kesempatan untuk revitalisasi 

dengan menyediakan jasa fasilitasi e-commerce dan mengadakan input bagi 

klaster industri yang terbentuk. Aktivitas e-commerce juga memunculkan industri 

pendukung, seperti jasa logistik, yang menciptakan banyak pekerjaan baru bagi 

masyarakat perdesaan, misalnya menjadi kurir dan Agen Despro. Selain itu, 

Program Despro dapat membalikkan arus rural-urban migration yang memberi 

tekanan bagi daerah perkotaan. Secara makroekonomi, program ini tidak hanya 

berpotensi mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga meningkatkan 

basis industri Indonesia yang dapat membantu neraca perdagangan jika klaster 

industri perdesaan mencapai tahap ekspor atau substitusi impor.  
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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

4.1 Simpulan 

 Seiring dengan modernisasi ekonomi, perekonomian perdesaan di 

Indonesia semakin tertinggal dari daerah perkotaan sehingga menimbulkan 

berbagai isu yang bersangkutan dengan SDGs. Isu-isu ini antara lain kemiskinan 

perdesaan (goal 1), kondisi ketenagakerjaan yang terpuruk dan rural-urban 

migration (goal 8), dan ketertinggalan industri dan infrastruktur (goal 9). Untuk 

mengembangkan perekonomian perdesaan, industrialisasi desa dapat digencarkan 

dengan mengatasi beberapa permasalahan pemasaran dan pembiayaan yang 

selama ini menghambat produsen perdesaan, antara lain terbatasnya cakupan 

pasar yang dapat dijangkau, terbatasnya informasi harga dan perkembangan di 

pasar, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan usaha. Dengan Program 

Despro, yakni pengembangan klaster industri perdesaan berbasis pemasaran e-

commerce yang penulis gagas ini, permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

ditangani. Pertama, penghubungan produsen perdesaan dengan e-commerce dapat 

memperluas cakupan pasar yang dapat mereka jangkau. Kedua, berjualan di e-

commerce menyediakan produsen perdesaan dengan informasi terkait harga dan 

perkembangan di pasar untuk mengembangkan produk dan usaha. Ketiga, 

berjualan di e-commerce dapat menghasilkan data yang dapat digunakan untuk 

penilaian kredit serta menghubungkan produsen perdesaan dengan program 

pembiayaan yang sudah banyak ditawarkan oleh e-commerce marketplace. 

 Untuk memfasilitasi penggunaan e-commerce oleh produsen desa, sistem 

dan tahapan implementasi Program Despro melibatkan berbagai pihak dalam 

suatu skema yang terintegrasi dengan Dana Desa dan OVOP. Pertama, pemerintah 

mengidentifikasi desa-desa yang berpotensi lalu memberikan insentif dan 

investasi agar klaster industri dapat berkembang di desa-desa tersebut. Dalam 

program ini, pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-commerce 

marketplace yang berperan untuk memberikan fasilitasi dan promosi bagi 

produsen perdesaan. Fasilitasi dapat diberikan melalui Agen Despro, yakni sistem 

agen dua-sisi di mana warga setempat direkrut untuk tidak hanya melayani 
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pembelian daring tetapi juga membantu penjualan oleh produsen perdesaan pada 

e-commerce marketplace. Sementara itu, pemerintah berperan dalam memacu 

pembangunan infrastruktur logistik dan internet di daerah perdesaan. KUD juga 

dapat digandeng untuk mendukung program ini, misalnya dengan melakukan 

bulk-buying untuk klaster industri, menyediakan tenaga kerja untuk menjadi Agen 

Despro, dan menyediakan pembiayaan alternatif dengan informasi kredit dari 

perusahaan e-commerce marketplace yang bermitra. 

 Program Despro diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pemangku kepentingan yang terlibat. Selain produsen perdesaan yang dapat 

mengembangkan usahanya, perusahaan e-commerce marketplace yang menjadi 

mitra dapat memperluas jangkauan usaha mereka ke daerah perdesaan. Dengan 

peningkatan transaksi di daerah perdesaan, perusahaan logistik dan infrastruktur 

juga dapat memperluas usaha mereka dengan biaya variabel lebih rendah. Bagi 

perekonomian secara umum, Program Despro menciptakan pekerjaan dari 

berbagai industri pendukung e-commerce yang akan muncul serta dapat 

berkontribusi dalam membangun sektor industri Indonesia. 

 

4.2 Rekomendasi 

 Pada tahap awal, Program Despro dapat diterapkan di desa-desa berpotensi 

yang sudah cukup terhubung dengan infrastruktur logistik dan internet. Meskipun 

pilot dari program ini sebaiknya dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera, 

selanjutnya penulis mengharapkan agar program ini dapat diterapkan di daerah-

daerah pelosok di Indonesia, khususnya saat proyek Palapa Ring sudah berhasil 

menghubungkan seluruh desa di Indonesia dengan koneksi internet. Dalam jangka 

yang lebih panjang, diharapkan klaster industri di dalam tiap Despro dapat 

dikembangkan menjadi klaster industri antar-Despro. Dalam klaster industri antar-

Despro, beberapa Despro yang berdekatan memproduksi komponen yang 

tergabung dalam suatu jaringan produksi sehingga ekonomi skala yang diraih 

lebih besar. Terakhir, penulis menyarankan agar Program Despro tidak hanya 

menjadikan warga perdesaan sebagai produsen dalam e-commerce marketplace, 

tetapi juga sebagai konsumen sehingga dapat meningkatkan standar hidup mereka 

dengan lebih banyak varietas barang pada harga yang lebih murah. 
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Lampiran 5: Jumlah Desa Taobao di Tiongkok 2013—2018 

 
Sumber: Liu et al. (2018). Diolah penulis. 

 

Lampiran 6: Contoh Program Pemerintah Lokal di Tiongkok untuk 

Mendukung Desa Taobao 

Tahun Tempat Program Pemerintah Lokal Referensi 

2011 Junpu Membangun Taobao University tempat peserta didik 
diajarkan mengenai keterampilan menangani 
pelanggan dengan gratis. Menyediakan koneksi 
internet wireless untuk penduduk, kredit pajak, dan 
rencana informal untuk memberikan tempat toko 
gratis to semua orang yang ingin membangun toko e-
commerce di Junpu. 

The 
Economist 
(2014) 

2013 Daiji, 
Dinglou 

Memperbaiki infrastruktur jalan, meletakkan kabel 
fiber-optic, dan menulis surat terbuka yang mengajak 
lulusan kuliah dan migran lain yang sudah pindah ke 
daerah perkotaan untuk kembali ke Daiji. 
Mensponsori kelas pelatihan e-commerce dan 
produksi pakaian, menyediakan pinjaman berbunga 
rendah, dan mendorong wirausaha sukses untuk 
mempekerjakan warga lokal yang berada di bawah 
garis kemiskinan.  

Freedman 
(2017) 
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2014 Jinyun Mendukung lokakarya pelatihan tingkat pengenalan 
dan lebih lanjut untuk para penjual e-commerce, 
beberapa di antaranya belum pernah menggunakan 
komputer, serta pekerja toko daring mulai dari 
customer service sampai fotografer produk dan 
pendesain laman website. Juga merencanakan untuk 
mengganti beberapa bangunan pemerintah dengan 
kawasan industri yang menyediakan tempat kantor 
dan gudang untuk wirausaha daring di desa tersebut.  

Liu (2017) 

2016 Pingxiang, 
Hebei 

Membentuk suatu “kelompok pimpinan industri e-
commerce”, memformulasi kebijakan pendukung 
untuk mengembangkan e-commerce, dan 
menyisihkan 3 juta RMB dari anggaran fiskal setiap 
tahun untuk mendanai e-commerce. Pingxiang juga 
membangun sistem logistik dan sistem pelatihan 
talenta yang mencakup seluruh daerah, dan 
mengorganisasi rumah tangga miskin untuk mencoba 
kewirausahaan e-commerce melalui dana khusus, 
pinjaman mikro untuk pemberantasan kemiskinan, 
dan subsidi internet serta bentuk dukungan lain. 

AliResearch 
(2016) 

2016 Caoxian, 
Shandong 

Mengadakan pelatihan dan kursus e-commerce yang 
ditargetkan ke kelompok-kelompok masyarakat 
berbeda. Jumlah orang miskin yang terlatih di tahun 
2015 telah melebihi 1000. Menetapkan “dana e-
commerce untuk pemberantasan kemiskinan” dan 
menyediakan 3 juta RMB. Tim bantuan “one-to-one” 
antara pemerintah desa dan rumah tangga miskin, 
serta memperbaiki infrastruktur perdesaan seperti 
jalanan, jaringan listrik, dan koneksi internet. 

AliResearch 
(2016) 

2016 Yonghe, 
Shanxi 

Mengundang 5 dosen dan 24 mahasiswa dari 
Communication University of Shanxi untuk 
membantu desain brand untuk toko daring di 
Yonghe. 

Hao (2016) 

 

Lampiran 7: Contoh Daerah Perdesaan Berpotensi untuk Program Despro 

No Desa/Kabupaten Provinsi Produk Referensi 

1 Purwakarta Jawa Barat Kerajinan Gerabah OVOP 

2 Tasikmalaya Jawa Barat Anyaman OVOP 

3 Pekalongan 
Jawa 

Tengah 

Tenun, Anyaman Akar 

Wangi 
OVOP 

4 Boyolali 
Jawa 

Tengah 
Kerajinan Tembaga OVOP 
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5 Bantul D.I.Y. Gerabah, Keramik Hias OVOP 

6 Kulonprogo D.I.Y. Anyaman OVOP 

7 Bangli Bali Anyaman Bambu OVOP 

8 Tabanan Bali Gerabah, Keramik Hias OVOP 

9 Lombok Barat NTB Gerabah, Keramik Hias OVOP 

10 Lombok Tengah NTB Anyaman Rotan OVOP 

11 Purbalingga 
Jawa 

Tengah 
Wig dan aksesoris rambut 

Supratikno 

(2002) 

12 
Kasongan dan 

Sleman 
D.I.Y. Kerajinan Tangan 

Supratikno 

(2002) 

13 Pekalongan 
Jawa 

Tengah 
Tekstil 

Supratikno 

(2002) 

14 Juwana 
Jawa 

Tengah 
Kerajinan Kuningan 

Supratikno 

(2002) 

 

Lampiran 8: Sektor Agribisnis sebagai Kali Lipat dari Sektor Pertanian 

 

Sumber: Briones (2017). Diolah penulis. 
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Lampiran 9: Komposisi Sektoral PDB Indonesia 2010—2017 

 
Sumber: World Bank (2018). Diolah penulis. 

 

Lampiran 10: Contoh Program Pemerintah untuk Mendukung Klaster 

Industri 

Intervensi Sisi 
Suplai Deskripsi 

Identitas Klaster 
Mendirikan asosiasi klaster industri, atau organisasi swasta 
serupa, untuk menjadi katalis dan perwakilan dari kepentingan 
klaster. 

Jaringan Bisnis 

Menciptakan forum untuk pembagian informasi dan 
penyelesaian masalah bersama dari usaha di suatu sektor. 
Mendorong kerja sama di bidang pelatihan, pengadaan bahan 
baku, dan penjualan. 

Insentif Lokasi 
dan Rekrutmen 

Menarik investasi dengan mengurangi biaya usaha melalui 
insentif pajak dan non-pajak. Menggunakan analisis klaster 
untuk mengidentifikasi kekurangan pada rantai suplai dan 
kebutuhan keterampilan tenaga kerja pada sektor tersebut. 

Jasa 
Pengembangan 
Usaha 

Mengidentifikasi dan mengartikulasi kebutuhan usaha lokal 
terhadap jasa pengembangan usaha. Mendorong penjajaran 
antara jasa yang disediakan dan kebutuhan dari usaha. 

Pelatihan 
Tenaga Kerja 

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja di usaha-usaha klaster 
melalui program khusus atau institusi pendidikan. Program 
sertifikasi profesional untuk spesialisasi industri tertentu (e.g. 
branding, information technology). 

Pembiayaan 

Memfasilitasi penyediaan jasa pembiayaan berbasis risiko yang 
kompetitif untuk mendorong perkembangan klaster industri, 
dengan spesifikasi pinjaman dan jasa pendukung yang 
disesuaikan dengan kebutuhan industri terkait.  
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Intervensi Sisi 
Permintaan Deskripsi 

Pembelian Mendorong sektor publik untuk melakukan pembelian produk 
yang dihasilkan klaster industri. 

Sertifikasi 
Produk 

Melakukan signaling dari kualitas produk melalui sertifikasi 
khusus dan mengadakan perlombaan untuk memilih produk-
produk unggul untuk mendapatkan publisitas (e.g. program 
OVOP). 

Hubungan Pasar 
Membuka hubungan pasar antara klaster industri dengan pasar-
pasar yang relevan melalui pembangunan infrastruktur 
pemasaran. 

Sumber: Brown (2006) (dengan perubahan yang dilakukan penulis). 

 

Lampiran 11: Jaringan Agen (E-commerce) di Indonesia 

 
Sumber: Bukalapak, OJK (2018). Disusun penulis. 

 

Lampiran 12: Proyek Palapa Ring di Indonesia 

 
Sumber: Kominfo (2013), Kominfo (2018), Pratama (2018). Disusun penulis.  
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Lampiran 13: Analisis SWOT untuk Program Despro 

Strength 

Program Despro memanfaatkan keunggulan dan insentif sektor swasta, yakni 

perusahaan e-commerce dan jasa logistik melalui kemitraan (PPP). 

Program Despro terintegrasi dengan program pemerintah yang sudah dijalankan seperti 

Dana Desa dan OVOP sehingga lebih efisien secara sumber daya. 

Program Despro memanfaatkan perkembangan teknologi e-commerce yang sedang 

berkembang untuk mengatasi masalah yang dihadapi produsen industri perdesaan. 

Weakness 

Program Despro bergantung 

pada ketersediaan dan 

kesiapan sumber daya 

manusia di perdesaan untuk 

mengadopsi teknologi e-

commerce. 

Mitigasi: 

§ Agen Despro: Bekerja sama dengan sistem jaringan 

agen, seperti Mitra Bukalapak, untuk membantu 

penggunaan e-commerce oleh produsen di perdesaan. 

§ Bersama dengan mitra e-commerce dan koperasi 

membangun pusat jasa yang melatih dan 

memfasilitasi produsen desa untuk berjualan daring. 

Program Despro 

memerlukan basis 

manufaktur yang kuat untuk 

mendukung produksi 

industri desa, jika melihat 

kasus desa Taobao di 

Tiongkok. 

Mitigasi: 

§ Diversifikasi produk Despro sesuai dengan potensi 

lokal, seperti olahan pertanian dan kerajinan ringan. 

§ Untuk produk industri berbasis manufaktur, Despro 

dapat pada tahap awal dikembangkan di dekat basis 

manufaktur seperti di Jawa Barat. 

Opportunity 

Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia sangat pesat dan menyerupai 

perkembangan di Tiongkok saat munculnya desa-desa Taobao. 

Momentum pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti tol laut dan proyek Palapa 

Ring, serta pertumbuhan penetrasi smartphone dan internet yang pesat. 

Terdapat banyak perusahaan e-commerce yang berniat memberdayakan UMKM dan 

memiliki jaringan agen untuk menjadi mitra. 

Threat 

Kondisi geografis Indonesia 

mempersulit pengembangan 

sistem logistik yang efisien 

dan inklusif. 

Mitigasi: 

§ Implementasi pada tahap awal dilakukan di Pulau 

Jawa dan Sumatera di mana kondisi geografi lebih 

mendukung dan sistem logistik relatif memadai. 

§ Memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang 

sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. 

Kurangnya koordinasi 

antara lembaga 

pemerintahan dapat 

menghambat implementasi. 

Mitigasi: 

§ Pembentukan kelompok kerja tingkat pusat untuk 

Despro beranggotakan kementerian relevan dengan 

pembagian tugas dan wewenang yang jelas. 

Sumber: Penulis. 


